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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Layanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6547); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 
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Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6905); 

  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 649); 

  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Standar Layanan dan Prosedur 

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan 

Pemilihan; 

  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat  Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA. 

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut: 

a.  Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi; 

b.  Atasan Pejabat Pengelola Informasi; 

c.  Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; 

d.  Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 

e.  Tim Penghubung Penyedia Informasi dan 

Dokumentasi; 

f.  Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
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LAMPIRAN III 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 5 TAHUN 2025 

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

TASIKMALAYA 

 

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN TASIKMALAYA 

 

A. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas: 

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi 

dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, 

dan/atau KPU Kabupaten/Kota; 

2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; 

3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas 

keberatan Pemohon Informasi Publik; dan 

4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa 

Informasi Publik. 

B. Atasan PPID bertugas: 

1. menunjuk PPID; 

2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

3. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; 

4. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal 

terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau 

Pengadilan; dan 

5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas 

pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan 

oleh PPID. 

C. PPID bertugas: 

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; 

2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; 

3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing; 



-iv- 

 

jdih.kpu.go.id/jabar/tasikmalaya 

 

4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; 

5. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan 

dikecualikan; 

6. menyediakan Informasi Publik; 

7. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas 

pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan 

8. menyusun laporan layanan Informasi Publik. 

D. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas: 

1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing 

biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota; 

2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada 

PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan 

3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi 

Publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang 

menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. 

Dalam Pelaksanaan Tugasnya Tim Penghubung Penyedia Informasi dan 

Dokumentasi dibantu oleh: 

1. Petugas Penghubung Pelayanan Informasi kepada publik bertugas: 

a. Menerima, mengumpulkan dan mengelompokan informasi publik 

berdasarkan klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara 

berkala, informasi yang diumumkan secara serta-merta dan 

informasi yang disediakan setiap saat; 

b. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat; 

c. Mempublikasikan pada website KPU Kabupaten Tasikmalaya dan 

media internal KPU Kabupaten Tasikmalaya sesuai 

pengelompokan informasi dan dokumentasi yang telah 

diklasifikasikan; 

d. Membantu PPID menyediakan informasi sesuai permintaan 

pemohon informasi yang disampaikan melalui desk pelayanan 

informasi; 

e. Menyampaiakan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan 

informasi publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada PPID. 
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2. Petugas Penghubung pengumpul dan Pengolahan Data dan 

Informasi bertugas: 

a. Membantu merencanakan, pembangunan dan pengembangan 

sistem informasi pengolahan, penyimpanan data dan informasi 

publik untuk masing-masing Sub Bagian di Lingkungan KPU 

Kabupaten Tasikmalaya; 

b. Membantu mempersiapkan sarana dan prasarana pelayanan 

informasi dan dokumentasi; 

c. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari setiap unit 

kerja yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya; 

d. Menyiapkan data yang telah diolah dalam bentuk informasi dan 

dokumentasi dalam berbagai format yang mudah diakses oleh 

publik, hardcopy dan softcopy; 

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengumpulan dan 

pengolahan data informasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali 

kepada PPID.  

3. Petugas Penghubung Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik bertugas: 

a. Membantu memberikan penjelasan kepada pemohon informasi 

yang permohononannya tidak dapat dikabulkan; 

b. Membantu Penanganan pengaduan keberatan yang disampaikan 

oleh pemohon informasi; 

c. Membantu Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya 

dalam mengkordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang 

berkenaan dengan masalah informasi publik;  

d. Membantu Sub Bag Hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam 

mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyelesaian 

sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi 

publik; 

e. Membantu Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya 

dalam penyusunan laporan pengaduan dan penyelesaian 

sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi 

publik. 

E. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas: 

1. Memberikan penjelasan kepada pemohon informasi berkaitan 

dengan mekanisme dan prosedur pelayanan informasi di 

lingkungan KPU Kabupaten Tasikmalaya;  

2. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan permohonan 

informasi yang disampaikan pemohon sesuai dengan ketentuan 




